PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Polisi Militer No. 72

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA TEKNIS DAERAH
PROTEKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 521.1.094 //ésfa'l UPTD-PTPHP/X /2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN
UNIT PENGELOLA TEKNIS DAERAH
PROTEKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA UNIT PENGELOLA TEKNIS DAERAH
PROTEKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan
publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja  dan kualitas  penyelenggaraan pelayanan
sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah
Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
tentang Standar Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

fengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);















B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasl (Manufacmﬂng)

NO

i

KOMPONEN

Dasaf Hukum

1.

Undanig-Undar-lgf Nomor

. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara

URAIAN * i ]
..
Na 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Data dan [nformasi Publik;
Timur Nomor 1

Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di  Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

- Toilet;

Ruang tunggu;

Ruang rapat;

Lapangan parkir;
Lemari dokumen/arsip;
Meja;

Kursi;

AC;

Komputer;

Printer;

Buku register tamu;
Jaringan internet.

Kompetensi
Pelaksana

. Pendidikan minimal SLTA;
. Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD Proteksi

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pengawasan Internal

. Dilakukan oleh atasan langsung;
. Dilakukan oleh aparat fungsional;
. Dilaksanakan secara kontinyu.

Jumlah Pelaksana

1 s/d 3 orang.

Jaminan Pelayanan

18

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan
produk layanan yang didukung oleh petugas yang
berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku
pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun;
Produk layanan adalah data dan informasi yang
akurat karena diberikan langsung oleh pejabat yang

berkompeten sehingga dapat dipergunakan sesuai
dengan keperluan.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan
dengan adanya petugas keamanan, sedangkan CCTV,
detektor asap/kebakaran, tabung hidrant, dan tangga
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KOMPONE

15

Dasar Hul_<u;1;

_—BLT!:!‘O!?" Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi Manufacturin
URAIAN

“Undang-undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem

Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
Undang-undang No. 13 Tahun 2010
Perlindungan Tanaman dilakukan
menerapkan prinsip-prinsip PHT dan DPI;
Peraturan pemerintah No. 6 Tahun 1995 tentang
Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indnesia No. 3586);
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun
1986 tentang Kegiatan Pengendalian Hama Wereng
Coklat pada tanaman padi;

Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2015
tentang Pendaftaran Pestisida;

Keputusan Menteri Pertanian No. 887 / KPTS /
OT.210/9/1997, tentang Pedoman Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan;

tentang
dengan

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

ol S B (oabignl o (e =
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. Toilet / WC;

. Tempat Parkir;

. Jaringan internet.
. APD

14.

Ruang Kerja / Ruang Tunggu yang memadai;
Meja dan Kursi;

Almari Dokumen;

Rak Arsip;

Formulir pendaftaran;

Cap / Stempel,;

Pendingin Ruangan/Air Conditioning (AC);
ATK;

Kotak Saran;

Hand Sprayer

Kompetensi
Pelaksana

Pendidikan Sarjana (S1);

Memahami Peraturan Perundang-Undangan;
Memahami Prosedur sesuai bidang tugas;
Mampu melayani sesuai prosedur;

Mampu bekerja dalam Tim.

Diklat Teknis OPT.

Pengawasan Internal

Dilakukan secara terus menerus oleh Kepala Seksi
Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sebagai atasan
langsung;

Dilakukan oleh Kepala UPTD Proteksi TPHP sebagai
atasan dari Atasan Langsung;

Dilakukan secara konsisten dalam memberikan
pelayanan di lapangan;
Sistem pengawasan
sertifikat kompetensi.

sesuai SOP rekomendasi/

Jumlah Pelaksana

Minimal 3 (tiga) orang.

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan
produk layanan yang didukung oleh petugas yang
berkompeten di bidang tugasnya, melakukan evaluasi,

melakukan Gerakan Pengendalian lanjutan dan juga
bantuan obat-obatan.
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DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN STANDAR PELAYANQN
UPTD pROT’EK5| TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NTT
Senin, 18 Oktober 2021
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN

Jalan Polisi Militer No. 7a

NOTULEN RAPAT PEMBAHASAN STANDAR PELAYANAN

UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN » HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Rapat Pembahasan Sosialisasi Standar Pelayanan Informasi Publik (SPIP)

terkait Standar Pelayanan Fasilitasi Pengendalian OPT pada UPTD Proteksi Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi NTT telah dilaksanakan pada hari Senin

tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di Kantor UPTD Proteksi TPHP. Adapun notulen rapat
dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1l

Peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut sebanyak 23 orang yang terdiri dari
Biro Organisasi, UPTD Kebun Dinas, UPT Perbenihan, Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura, Bidang Perkebunan, PT. Nufarm Indonesia, Petrokimia Kayaku,
Swasta, Tokoh Masyarakat, POPT dan Staf dari UPTD Proteksi.

Prinsip standar pelayanan adalah setiap pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat maka perlu ada persyaratan.

Komponen persyaratan pelayanan agar lebih diperjelas dengan menambah luas
serangan dan insentisitas serangan.

Bagi Kabupaten yang tidak ada POPT agar dapat menyampaikan informasi terkait
serangan OPT melalui para penyuluh.

UPTD Proteksi dapat bekerja sama dengan dinas kabupaten untuk menyiapkan
kotak saran/pengaduan terkait OPT.

6. Dasar hukum terkait dengan perlindungan tanaman

7. Pada komponen prasarana dan/atau fasilitas tidak hanya yang ada di kantor tapi

juga di lapangan sehingga perlu ditambahkan alat pelindung diri (APD) dan juga
handsprayer serta insektisidanya.

Jaminan pelaksanaan yang dimaksud adalah bila masig terjadi serangan setelah
dikendalikan, harus ada tindak lanjutnya semisal Gerakan pengendalian lanjutan
atau pembagian obat-obatan.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan maka petugas/petani yang
melaksanakan Gerakan pengendaian harus dilengkapi dengan APD, dosis yang
digunakan, waktu pelaksanaan dan cara pengendalian.

Kupang, 18 Oktober 2021
NOTULEN

ARY R. MANU
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